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ABSTRAK

Sara Medina. 31208490
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PNBP JASA
PENYIARAN PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATI KA.

LKP. Program Studi Manajemen Keuangan, ProgramoDigl Ill Bisnis dan
Kewirausahaan,

Universitas Gunadarma, 2011
Kata Kunci: Tarif, Penerimaan, Pajak

(x + 39 + lampiran)

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Prosedam &elaksanaan
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB& P&sgyiaran Radio dan
Televisi pada Kementerian Komunikasi dan InformatiPenulisan LKP ini
didukung oleh metode wawancara yaitu dengan metakuénya jawab kepada
bagian-bagian yang berhubungan dengan data panejiing dibutuhkan, studi
pustaka dan studi lapangan dengan melakukan keajgter di Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan data-datagytelah diperoleh maka
dapat dihasilkan cara-cara penghitungan PNBP ctata pembayaran dan sanksi
administrasi yang diberlakukan dalam PNBP Jasgi®@m Radio dan Televisi,
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Biegak yang berlaku pada
Kementerian komunikasi dan Informatika. Penggunagaerangkat Iunak
(software) komputer yang berfungsi untuk mengadministrasitata, membantu
penghitungan secara otomatis, membuat berbagaialamehingga pengelolaan
lebih  sistematis, efisien, efektif, dan  keakuratardata  dapat
dipertanggungjawabkan. Alat untuk membantu Perangkstansi Pemerintah
dalam mengelola dan membahas Penerimaan Negaran BBR@|k untuk
menentukan perhitungan besaran Target, Pagu Pesmgdian Realisasi PNBP

Daftar Pustaka
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan watkh tempat
hidup dan berkembangnya rakyat Indonesia, yaitagaliempat usaha dan
kegiatan warga negara beserta sejumlah pendudulrane@in yang
diperkenankan pemerintah Republik Indonesia menapangan pekerjaan
di Indonesia. Untuk mengatur kepentingan selurutkyaa roda
pemerintahan harus berjalan lancar dan untuk ipertlikan biaya atau
uang yang jumlahnya sangatlah besar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ladalgud dari
pengelolaan keuangan negara yang merupakan iresirbagi Pemerintah
untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negal@am daangka
membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan bgmguanan,
mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peralapatasional,
mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukah aerta prioritas
pembangunan secara umum.

APBN ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan urdekesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan APBN dilakséielah dilakukan
pembahasan antara Presiden dan DPR terhadap uRARBN dari
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewawvakian Daerah
(DPD). Seperti tahuntahun sebelumnya, pada tahQf, ZPBN ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentanggaan
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009.

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatgaranelan
hibah, diperoleh dari :

a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak; dan

c. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luarmege



PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dékedan
dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa ngana (BPK)
sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri tunetakukan
pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi peadapegara dan
merupakan penerimaan negara sesuai dengan Undataptl Laporan
hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepadesabePerwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan d&eWwerwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak sendiaserkan Pasal
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah dSelyrenerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerim@&apajakan. Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada etenan
Komunikasi dan Informatika menurut Pasal (1) Undaimglang Nomor 7
Tahun 2009 meliputi penerimaan yang berasal damyétenggaraan Pos
dan Telekomunikasi, Penyelenggaraan Penyiaran, Sesa Sarana dan
Prasarana dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan. Beggataan Penyiaran
pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merapakalah satu jenis
penerimaan bukan pajak yang diberlakukan di negjtaaPenyelenggaraan
Penyiaran merupakan realisasi dari pasal (8) Undlamdang No. 7 Tahun
20009.

Karena penulis menyadari banyak sekali masyarakat d embaga
Penyiaran yang belum melakukan pembayaran PNB#3g Penyiaran )
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydaguyenaka di dalam
karya ilmiah ini penulis akan menerangkan tentaarg@-cara penghitungan
PNBP, tata cara pembayaran dan sanksi adminigaagi digunakan dalam
PNBP jasa penyiaran. Semua ini dimaksudkan untukmudahkan
Lembaga Penyiaran dalam memenuhi kewajibannya. aBarkan latar
belakang tersebut, maka penulis mengambil juduRCB8EDUR DAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PNBP JASA PENYIARAN PADA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA”



1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seliteherimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari PenerirRegpajakan. PNBP dalam
UU No. 20 Tahun 1997 (Pasal dngka 1 UU No. 20 Tahun 1997) dapat
dikelompokkan menjadi:
a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaanREmarintah;
b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekajeyara yang dipisahkan;
d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang ditetsan Pemerintah;
e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilanash@nbgerasal dari pengenaan
denda administrasi;
f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak fiteaie dan
g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undangungdersendiri.

PNBP ini kemudian ditetapkan dalam PP No. 22 Tabh®@7 yang telah
diubah menjadi PP No. 52 Tahun 1998 dengan meikabgenis-jenis PNBP
yang berlaku umum di semua Departemen dan Lembama Departemen,
sebagai berikut :

a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran dan sisa anggaran
pembangunan);

Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaanriiega

Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaanr&ega

Penerimaan hasil penyimpanan uang negaradj@ga

® 2 o T

Penerimaan ganti rugi atas kerugian negarauamganti rugi dan tuntutan
perbendaharaan);
f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaiaatjpak pemerintah; dan
g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Apabila jenis PNBP belum tercakup dalam jenis-j&MNBP ini, kecuali yang
telah diatur dengan Undang-undang, dapat ditetapllangan Peraturan

Pemerintah.



1.3 Tujuan & Manfaat Kerja Praktek
1.3.1 Tujuan Kerja Praktek
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kerja Praktek dielorat

Usaha Penyiaran, DITJEN PPl pada Kementerian Kdkasnidan

Informatika bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan biaya tarif Here&an Negara
Bukan Pajak izin penyelenggaraan penyiaran paddENTPPI.

2. Untuk mengetahui cara DITJEN PPI dalam melakukdakpanaan
tertib administrasi, untuk mengatasi kemungkinarrjadenya
kekurangan pembayaran yang dapat mengakibakan i&erygpda
DITJEN PPI

1.3.2 Manfaat Kerja Praktek
Adapun manfaat yang ingin diperoleh penulis selama
melaksanakan kerja praktek sebagai berikut :
1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang cara perhiturigaya tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang penyiaran.
2. Untuk memberikan himbuan dan masukan mengenai kdlem pada
prosedur dan pelaksanaan pembayaran PNBP Jasa af@enydi

Kementerian Komunikasi dan Informatika.



BAB I
TEMPAT KERJA PRAKTEK

2.1. Gambaran Umum Institusi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumriyarnama
"Departemen Penerangan” (1945-1999), "Kementeriagahh Komunikasi
dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komusiiklan Informatika
(2005-2009), disingkat Depkominfo) adalah Departetkementerian dalam
Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koraanikdan
informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh saong Menteri
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejakggal 22 Oktober
2009 dijabat oleh Tifatul Sembiring.

Ada tiga agenda pembangunan yang telah ditetapleamenintah,
yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damavumnekan Indonesia
yang adil dan demokratis dan meningkatkan kesepdnte masyarakat.
Ketiga agenda itu, harus dapat diterjemahkan aéhpsKementerian, tidak
terkecuali Kementerian Komunikasi dan Informatikdtulah yang
sesungguhnya terkandung dalam visi Kemkominfo yakrlierwujudnya
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yandktéfelan efisien
menuju masyarakat informasi yang sejahtera dalamanika Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Visi itu didukung dan empat misi
meliputi; mengupayakan keterjangkauan dan keteaaadiinformasi
diseluruh wilayah NKRI, mengusahakan integrasi @ésiensi layanan,
menciptakan ekonomi informasi dan melakukan komasiikpublic yang
efekiif.

Dari visi dan misi itulah maka setiap langkah dagra§ yang
dilakukan oleh semua insan Kemkominfo selalu digendleh nilai-nilai
(guiding values), yang meliputi pertamanation unity, di mana tiap langkah
dan gerak insan Kementerian Komunikasi dan Infokmaatelalu ditunjukan

untuk mempertahankan NKRI.



Kedua, good governance, setiap langkah dan langkah insan
Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu dilkkén dengan prinsip
transparency, accountability, responsibility, independence, fairness.

Ketiga, value innovation, setiap langkah dan gerak insan Kementerian
Komunikasi dan Informatika selalu ditunjukan untaknciptakan nilai bagi
bangsa Indonesia melalui inovasi-inovasi di bidakgmunikasi dan
informatika. Dan keempasynergy, dimana setiap langkah dan gerak insan
Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu dilehn sinergis secara

internal maupun eksternal untuk mendapatkan hasyiekyang lebih baik.

. Struktur Organisasi Institusi
Susunan organisasi ini berlaku dan masih tetaprglipeakan oleh
selurun Kementerian yang ada, tidak terkecuali diedorat Jenderal

Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Direktorat Penyiaran
Direktorat Penyiaran mempunyai tugas melaksanalemnpusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, stapdzsedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis danwa&ldi bidang penyiaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkt@ak
Penyiaran menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakadathdpenyiaran;
b. Menyimpann penyusunan norma, standar, prosedur, kdiéeria di
bidang penyiaran;
c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluabidahg
penyiaran; dan
d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian danh rtamgga

direktorat.



Direktorat penyiaran terdiri atas:

a
b
C.
d
e
f.

. Subdirektorat Pemetaan dan Database;

. Subdirektorat Verifikasi dan Ujicoba Siaran;

Subdirektorat Radio;

. Subdirektorat Televisi;
. Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran; dan

Subbagian Tata Usaha.

. Subdirektorat Pemetaan dan Database

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan da
pelaksanan kebijakan, penyusunan norma, standasegur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan waal di bidang
pemetaan dan database lembaga penyiaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektoratef@an
dan Database menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakz@dang
pemetaan dan database lembaga penyiaran;

b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proskatukriteria
di bidang pemetaan dan database lembaga penytan;

c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis danasiadi bidang

pemetaan dan database lembaga penyiaran.

Subdirektorat Pemetaan dan Database terdiri atas:

a. Seksi Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peumusen
pelaksanakan kebijakan, penyusunan norma, stapdeedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan weasil di bidang

pemetaan penyelenggaraan televisi dan radio.



b.

Seksi Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi.

Mmpunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dikga@an
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedurkdiamia, serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi data basda s
intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di rgda

penyelenggaraan radio dan televisi.

2. Subdirektorat Verifikasi dan Ujicoba Siaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan da

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standasedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan waa&l di bidang

verifikasi dan ujicoba siaran jasa penyiaran.

Dalam melaksanakan tugas tesebut, Subdirektor#ikésr dan

Ujicoba Siara menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksidang
verifikasi da uji coba siaran jasa penyiaran rat#io televisi;
Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, daerikrdi bidang
verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio televisi; dan
Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis danasiadi bidang

verifikasi dan uji coba siara jasa penyiaran rat#io televisi.

Subdirektorat Verifikasi da Uji coba Siaran terditas:

a.

Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam da
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standzsedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan weasil di bidang
verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio

Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam da
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standzsedur, dan



kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan @&l di bidang

verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran tslev

3. Subdirektorat Radio

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan da

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standasedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis danwaaildi bidang radio.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektoratio ra

menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebiakadang
Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga PenyiasargAdan
Lembaga Penyiaran Swasta Radio;

Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, derigrdi bidang
Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga PenyiasargAdan
Lembaga Penyiaran Swasta Radio; dan

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis danasiadi bidang
Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga PenyiasargAdan
Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

Subdirektorat Radio terdiri atas:

a.

Seksi Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga &enyi
Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Radio

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam da
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, stand@sedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan weasil di bidang
Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga PenyiagsangA

Seksi Lembaga Penyiaran Swasta Radio

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam da
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standzsedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan wasil di bidang

Lembaga Penyiaran Swasta Radio.
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4. Subdirektorat Televisi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan da

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standasedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan wasl di bidang

televisi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorbavige
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakaidang
Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga PenyiasargAdan
Lembaga Penyiaran Swasta , Lembaga Penyiaran Bgdaan
Televisi;

b. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, daeri&rdi bidang
Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga PenyiasargAdan
Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Bgdaag
Televisi ; dan

c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis danasiadi bidang
Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga PenyiasargAdan
Lembaga Penyiaran Swasta Lembaga Penyiaran Bedaagg

Televisi.

Subdirektorat Radio terdiri atas:
a. Seksi Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga #&wanyi

Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam da

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standzsedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan weasil di bidang

Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran

Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi

b. Seksi Lembaga Penyiaran Swasta Televisi

c. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam da

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, stand@sedur, dan
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kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan weasil di bidang
Lembaga Penyiaran Swasta Televisi.

5. Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standasedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis danwea&ldi bidang iklim

usaha penyiaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektolat iksaha

penyiaran menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakaidang
iklim usaha penyiaran;

Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dasri&rdi bidang
iklim usaha penyiaran; dan

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis danasiadi bidang

iklim usaha penyiaran.

Subdirektorat Radio terdiri atas:

a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran

b.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standasedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan sl di bidang

penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran

Seksi Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standzsedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan sl di bidang

penerapan kewajiban lembaga penyiaran.

da

da

da
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BAB IlI
METODE PRAKTEK

Dalam penyusunan LKP ini diperlukan adanya data-daing jelas dan

lengkap guna mempermudah dalam pembahasan pokokgsahan.

3.1 Tempat Kerja Praktek dan Periode Kerja Praktek

3.1.1 Tempat Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek di Kementerian Komunikias Informatika
Republik Indonesia dimulai pada tanggal 19 JOL@ sampai dengan 30 Juli
2010, yang dilaksanakan setiap hari kerja yaiturSefd Jum’at. Di mana setiap
harinya dimulai pada pukul 07.30 s/d 17.00 WIB.aRshnaan kerja praktek
(magang) yang dilakukan selama dua minggu di terkpga praktek. Adapun

objek penelitian yang menjadi pembahasan dalamrdap@&erja praktek ini,

adalah :
Nama Perusahaan . Kementerian Komunikasi dan nhabka
Republik Indonesia
Alamat : JI. Medan Merdeka Barat No.9 JakartalD01
Telepon : (021) 3459111
Faksimile : (021) 3459111

3.1.2Periode Kerja Praktek

Untuk mendapatkan data yang lebih efisien di dataefakukan Laporan
Kerja Praktek (magang) maka dilakukan kerja prakdakam jangka waktu 10
(sepuluh hari) di Kementerian Komunikasi dan Infatika Republik Indonesia
pada bagian DITJEN PPI, mulai tanggal 19 Juli sam@agan 30 Juli 2010 dapat

dilakukan dengan baik.

13
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Table 3.1 Agenda Kerja Praktek

HARI KE TANGGAL KEGIATAN

1 19-07-2010 Input perencanaan kanal frekuenso riali

2 20-07-2010 Input perencanaan kanal frekuenso riali

3 21-07-2010 Input perencanaan kanal frekuenso riawli

4 22-07-2010 Input perencanaan kanal frekuenso riawli

5 23-07-2010 Input perencanaan kanal frekuenso riawli

6 26-07-2010 Membuat SPP,PNBP lembaga penyiaran
7 27-07-2010 Membuat SPP,PNBP lembaga penyiaran
8 28-07-2010 Pembukuan SPP, PNBP ke buku kas

9 29-07-2010 Pembukuan SPP, PNBP ke buku kas

10 30-07-2010 Pembukuan SPP, PNBP ke buku kas

Sumber : Data primer, 2010

3.2 Metode Yang Digunakan dalam Kerja Praktek

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan belzenmetode, adapun

metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi
Teknik pengumpulan data dengan cara survei ataudabemgi
langsung ke Kementerian Komunikasi dan Informatijeag menjadi
objek penelitian guna mendapatkan data yang digemlwntuk penulisan

Laporan Kerja Praktek ini.

2. Metode Wawancara
Wawancara adalah merupakan salah satu cara pengumgata

dengan menanyakan secara langsung kepada stafERITRPI yang
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berada dalam lingkungan Kementerian Komunikasild&rmatika untuk
memperoleh data yang berhubungan dengan sumbempe@aggunaan

modal kerja secara manual dengan perusahaan yamdpitidatanya.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seRenbrimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerifpegrajakan.
PNBP dalam UU No. 20 Tahun 1997 (Pasangka 1 UU No. 20
Tahun 1997) dapat dikelompokkan menjadi:
a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaanRmarintah;
b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekay&egara yang
dipisahkan;
d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang diteltsan Pemerintah;
e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dag Perasal dari
pengenaan denda administrasi;
f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak fiteaie dan
g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undangrngdersendiri.
PNBP ini kemudian ditetapkan dalam PP No. 22 Tah®@7 yang
telah diubah menjadi PP No. 52 Tahun 1998 dengamatn@&kan jenis-
jenis PNBP yang berlaku umum di semua Departeman Lembaga Non
Departemen, sebagai berikut :
a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaram dat sisa anggaran
pembangunan);
Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaanriiega
Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaarrdyega

Penerimaan hasil penyimpanan uang negaradjesa

®© 2 o o

Penerimaan ganti rugi atas kerugian negaraufam ganti rugi dan
tuntutan perbendaharaan);

f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaiaarjpak pemerintah;
dan

g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

16
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Apabila jenis PNBP belum tercakup dalam jenis-jeRNBP ini,
kecuali yang telah diatur dengan Undang-undangatddipetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

4.2 Dasar Hukum Penarikan Biaya Penyiaran pada Dektorat Penyiaran

Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dasar Hukum Penarikan Biaya Izin PenyelenggarayiBean:
1. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. PP 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lanfagyiaran

Swasta (LPS) pasal 10:

* (1) LPS wajib membayar biaya izin penyelenggaraanygran
dan hak pengguna frekueni serta perpanjangannyalunddas
Negara.

 (2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada dgat
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-usuczng
berlaku.

3. PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif PNBR) \#erlaku

Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

4. Permen 24 Tahun 2009 tentang Peunjuk Pelaksanaaerifdiaan

Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelengy&®aayiaran.

4.2.1 Penjelasan Jenis dan Tarif Penerimaan NegaBukan Pajak
1. PP. No.7 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlalaio@menterian
Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yéegasal dari:
a. Penyelenggaraan Poa dan Telekomunikasi;
b. Penyelenggaraan Penyiaran;
c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
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2. PP. No.7 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1)
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pargsal dari
penyelenggaraan POS dan Telekounikasi berupa Pam@idya Hak
Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan KontribGsivajiban
Penyelenggaraan Universal Telekomunikasi ( UniverSarvice
Obligation ) dihitung berdasarkan persentase tertdari pendapatan
kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
3. PP. No.7 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1)
Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radiguti:
a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR)
b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPR{RRrdiri
atas:
1. Biaya lzin Awal (up front fee); atau
2. Biaya lzin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFRutan.
4. PP. No.7 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ymergsal dari
Penyelenggaran Pos dan Telekomunikasi berupa bewdikasi dan
biaya pemohon pengujian alat dan perangkat telekdasi, tidak
termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportas
5. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 8
1) Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuasn
penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
a. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada @aogerasi
(Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
c. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki |zgsi8n
Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomwnika
2) Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesudian
penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran telewigputi:
a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
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b. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki iziaras
nasional izin prinsip dari Departemen Peneranganizin Stasiun
Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomuilkian

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki
penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Dirakttenderal Pos
dan Telekomunikasi dan/ atau izin penyelenggaraaarstelevisi
berlangganan dari Departemen Penerangan.

3) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasgigoan
televise lain yang tidak termasuk dalam kategobagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukbagsa pemohon
baru.

6. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) dan (2)

1) Biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiasn panyiaran
radio atau jasa penyiaran televisi sebagaimanakdudaPasal 8
ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar oleh lembagg/ipean jasa
penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi séspn.

2) Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan igoany
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengararbdsaya
perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

7. PP.No. 7 Tahun 2009 Pasal 10

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baruuntuk pesgiaran radio

atau jasa penyiaran televisi terdiri atas:

a. lzin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan

b. 1zin tetap penyelenggaraan penyiaran.

8. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) dan (2)

1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kufasa
penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi ditariuberdasarkan
zona.

2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetagitah

Menteri Komunikasi dan Informatika.
9. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1)
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1) Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimagara
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal b diggtor
langsung secepatnya ke Kas Negara.

10.PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlakeratian

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atagisJ

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaeiienan

Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Repubidonesia

Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Rkpub

Indonesia Nomor 4511) dicabut dan dinyatakan tluzdkaku.

11.PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 16

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tang@gahdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagpgan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya daéambaran

Negara Republik Indonesia.

4.2.2 Variabel Yang Digunakan Dalam Penentuan Tarif PNBP
Penyelenggaran Penyiaran
1. Jenis Biaya Izin Penyelenggaran Penyiaran
a. Biaya Izin Prinsip
b. Biaya lIzin Tetap
c. Biaya Izin Perpanjangan
2. Jenis Lembaga Penyiaran
a. Lembaga Penyiaran Publik
b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal
c. Lembaga Penyiaran Swasta
d. Lembaga Penyiaran Komunitas
e

. Lembaga Penyiaran Brlangganan
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3. Penetapan Zona Kabupataen / Kota
Daerah ekonomi maju sebagaimana yang dimaksudsdedalah
Provinsi dan Kabupaten / Kota yang masyarakat seif@yahnya
telah berkembang dalam skala nasional. Sedangkamatd&konomi
kurang maju adalah Provinsi dan Kabupaten / Kotayyaasyarakat
serta wilayahya relative kurang berkembang dibdmdigdaerah lain
dalam skala nasional.
Penentuan klasifikasi daerah ekonomi maju dikeldrapde dalam:
a. Zonal
b. Zona 2
c. Zona3
Penentuan klasifikasi daerah ekonomi kurang makeldimpokan
kedalam:
d. Zona 4

e. Zonab

4.2.3 Perhitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan &ak

Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas fje@nerimaan
Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementerianukikasi dan
informatika, perlu mengatur kembali ketentuan tegtgenis tarif atas jen
is Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku p&etaenterian
Komunikasi dan Informatika.

Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan hirdadang
Nomor 20 tahunl1997 tentang Penerimaan Negara Biaak perlu
menetapkan ketentuan jenis dan tarif atas jenigrifeaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi ti#@ormatika

dengan Peraturan Pemerintah.
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Formulas Perhitungan

Yang dimaksud dengan;

“b” adalah Lebar pita frekuensi yang digunakan ¢veidth);
“p” adalah besar daya pancar keluaran antena (EIRP)
“Ib” adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;

“Ip” adalah indeks biaya daya pancar frekuansi;

“HDLP” adalah harga dasar lebar pita;

“HDDP” adalah harga dasar daya pancar.

. Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi Ba(Radio
Siaran FM pada Zona 4)

HDLP =5.155 Rp/KHz (HDLP,Zona4, VHF)

HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4 VHF)

Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM)

Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM)

B = 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power =1.000 Watt

P = 10x (log Power) + Gain — Line Loss + 30 = 1(og 1000) + 3 —
1+30

= 62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumusan = (0,8400 x 5.155 x 372) + (0,4900 x 47.866 x 62)
2
= Rp 1.532.502,00

. Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi VisigTelevisi
Siaran UHF pada Zona 4)

HDLP =4.709 Rp/KHz (HDLP,Zona4, UHF)

HDDP = 43.792 Rp/KHz (HDDP, Zona 4 UHF)

Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM)

Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM)
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B = 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power =1.000 Watt

P = 10x (log Power) + Gain — Line Loss + 30 = 1(og 1000) + 3 —
1+30

= 62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumusan = (0,8400 x 4.709 x 372) + (0,4900 x 43.792 X 62)
2
= Rp 1.400.934

Tabel 4.1

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukaRajak

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

1.PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN POS
DAN TELEKOMUNIKASI

A. Pengusahaan Jasa Titipan Per izin Rp. 1.000.00(¢
B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) | Per tahun 0,50% dari
Telekomunikasi buku pendapatan
kotor

penyelenggaraa
telekomunikasi

=]

C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator
Radio ( REOR)

1. Radio Elektronika kelas | Per orang| Rp. 25.000,00
2. Radio Elektronika kelas II Per orang| Rp. 25.000,00
3. Operator Radio Umum Per orang| Rp. 20.000,00
4. Operator Radio Terbatas Per orang| Rp. 20.000,00
D. Biaya Penyelenggaraan / Pengawas Ujian Amatir
Radio Per orang| Rp. 25.000,00
1. Tingkat Pemula ( YH) Per orang| Rp. 30.000,00
2. Tingkat Siaga ( YD) Per orang| Rp. 50.000,00
3. Tingkat Pemula dan Siaga Per orang| Rp. 60.000,00
4. Tingkat Penggalang ( YC) Per orang| Rp. 75.000,00
5. Tingkat Penegak ( YB
E. Biaya Izin Amatir Radio Per tahun Rp. 15.000,00

F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk | Per tahun Rp. 27.500,00
(KRAP)
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G. per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun:
1. Table Harga Dasar Lebar Pita ( HDLP )
a. Zona-1
Segmentasi frekuensi

1. VLP :9 -30 KHz Per KHz Rp. 20.961,00
2. LF 30 -300 KHz Per KHz Rp. 15.715,00
3. MF :300-3000 KHz Per KHz Rp. 15.249,00
4. HF 3 =30 KHz Per KHz Rp. 14.581,00
5. VHF :30 -300 MHz Per KHz Rp. 12.888,00
6. UHF :300-3000 MHz Per KHz Rp. 11.772,00
7. SHF :3 -30 GHz Per KHz Rp. 9.681,00
8. EHF :30 -275 GHz Per KHz Rp. 6.101,00

b. Zona-2

Segmentasi frekuensi
1 VLP :9 -30 KHz Per KHz Rp. 16.769,00
2 LF 30 -300 KHz Per KHz Rp. 12.572,00
3 MF : 300 -3000 KHz Per KHz Rp. 12.199,00
4 HF 3 =30 KHz Per KHz Rp. 11.665,00
5 VHF :30 -300 MHz Per KHz Rp. 10.310,00
6 UHF :300-3000 MHz Per KHz Rp. 9.418,00
7 SHF :3 -30 GHz Per KHz Rp. 7.745,00
8 EHF :30 -275 GHz Per KHz Rp. 4.881,00

c. Zona-3

Segmentasi frekuensi

VLP :9 -30 KHz Per KHz Rp. 12.576,00
LF 30 -300 KHz Per KHz Rp. 9.429,00
MF : 300 -3000 KHz Per KHz Rp. 9.149,00

HF 3 =30 KHz Per KHz Rp. 8.749,00
VHF :30 -300 MHz Per KHz Rp. 7.733,00
UHF :300-3000 MHz Per KHz Rp. 7.063,00
SHF :3 -30 GHz Per KHz Rp. 5.809,00
EHF :30 -275 GHz Per KHz Rp. 3.661,00

N~ wWNE

d. Zona-14

Segmentasi frekuensi
VLP :9 -30 KHz Per KHz Rp. 8.384,00
LF 30 -300 KHz Per KHz Rp. 6.286,00
MF : 300 -3000 KHz Per KHz Rp. 6.099,00
HF 3 =30 KHz Per KHz Rp. 5.832,00
VHF :30 -300 MHz Per KHz Rp. 5.155,00
UHF :300-3000 MHz Per KHz Rp. 4.709,00
SHF :3 -30 GHz Per KHz Rp. 3.873,00
EHF :30 -275 GHz Per KHz Rp. 2.440,00

N~ WNE
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e. Zona-5
Segmentasi frekuensi
1. VvVLP :9 -30 KHz Per KHz Rp. 4.192,00
2. LF 30 -300 KHz Per KHz Rp. 3.143,00
3. MF : 300 -3000 KHz Per KHz Rp. 3.050,00
4. HF 3 =30 KHz Per KHz Rp. 2.916,00
5. VHF :30 -300 MHz Per KHz Rp. 2.578,00
6. UHF :300-3000 MHz Per KHz Rp. 2.354,00
7. SHF :3 -30 GHz Per KHz Rp. 1.936,00
8. EHF :30 —-275 GHz Per KHz Rp. 1.220,00
2. Tabel Harga Dasar Daya pancar (HDDP)
a. Zona-1
Segmentasi frekuensi
1. VLP :9 -30 KHz Per KHz | Rp. 191.629,0(
2. LF 30 -300 KHz Per KHz | Rp. 142.844,0(
3. MF :300-3000 KHz Per KHz | Rp. 140.403,0(
4. HF 3 =30 KHz Per KHz | Rp. 135.353,0(
5. VHF :30 -300 MHz Per KHz | Rp. 119.665,0(
6. UHF :300-3000 MHz Per KHz | Rp. 109.481,0(
7. SHF :3 -30 GHz Per KHz Rp. 89.364,00
8. EHF :30 -275 GHz Per KHz Rp. 54.188,00
b. Zona-2
Segmentasi frekuensi
1. vLP :9 -30 KHz| Per KHz | Rp. 152.303,0(
2. LF :30 —-300 KHzZ Per KHz | Rp. 114.275,0(
3. MF :300-3000 KHz| PerKHz | Rp.112.322,0C
4. HF 3 -30 KHz| Per KHz | Rp. 108.282,0(
5. VHF :30 -300 MHz| Per KHz Rp. 95.732,00
6. UHF :300-3000 MHz| Per KHz Rp. 87.585,00
7. SHF :3 -30 GHz Per KHz Rp. 71.491,00
8. EHF :30 -275 GHz| Per KHz Rp. 43.350,00
c. Zona-3
Segmentasi frekuensi
1. VLP :9 -30 KHz| Per KHz | Rp. 114.977,0C
2. LF :30 —-300 KHZz Per KHz Rp. 85.707,00
3. MF : 300 —3000 KHz| PerKHz Rp. 84.242,00
4. HF :3 -30 KHz| Per KHz Rp. 81.212,00
5. VHF :30 -300 MHz| Per KHz Rp. 71.799,00
6. UHF :300-3000 MHz| PerKHz Rp. 65.688,00
7. SHF :3 -30 GHz Per KHz Rp. 53.618,00
8. EHF :30 -275 GHz| Per KHz Rp. 32.513,00
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d. Zona-4
Segmentasi frekue.nS| Per KHz Rp. 76.652,00
1. VLP :9 -30 KHz
) Per KHz Rp. 57.138,00
2. LF :30 -300 KHz
: Per KHz Rp. 56.161,00
3. MF :300-3000 KHz
. Per KHz Rp. 54.141,00
4, HF '3 =30 KHz
) Per KHz Rp. 47.866,00
5. VHF :30 -300 MHz
) Per KHz Rp. 43.792,00
6. UHF :300-3000 MHz
. | Per KHz Rp. 35.745,00
7. SHF 3 -30 GH3 Per KHz Rp. 21.675,00
8. EHF 130 - 275 GHz
e. Zona-5
Segmentasi frekue.nS| Per KHz Rp. 38.326,00
1. VLP :9 -30 KHz
i Per KHz Rp. 28.569,00
2. LF :30 -300 KHz
: Per KHz Rp. 28.081,00
3. MF :300-3000 KHz
] Per KHz Rp. 27.071,00
4, HF :3 =30 KHz
) Per KHz Rp. 23.933,00
5. VHF :30 -300 MHz
) Per KHz Rp. 21.896,00
6. UHF :300-3000 MHz
. 1 Per KHz Rp. 17.873,00
7. SHF 3 -30 GH3 Per KHz Rp. 10.838,00
8. EHF 130 - 275 GHz

Sumber ; Kemkominfo 2011
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4.3 PROSEDUR DAN PELAKSANAAN JASA PENYIARAN

TAHAPAN PROSES PERIZINAN PENYIARAN

1. Pengumuman peluang
penyelenggaraan penyiaran

|

2. Permohonan lzin
Penyelenggaraan Penyiargn
Menteri melalui Komisi

|

3. Evaluasi Dengar Pendapat]
antara Pemohon dan
Komisi Penyiaran

|

4. Rekomendasi Kelayakan
dari Komisi Penyiaran
Indonesia

|

5. Rapat Koordinasi Persiap
Forum Rapat Bersama (Pr
- FRB)

Sumber : Kemkominfo 2011

6. Forum Rapat Bersama antara Komisi
Penyiaran Indonesia dan Pemerintah

| |

7. Pencetakan Surat Perintah Pembayargn
Izin Penyelenggaraan Penyiaran

prinsip

8. Menteri menerbitkan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran prinsip

| |

9. Pembayaran Infrastruktur 1zin Siaran
Radio dan izin lainnya

-

10.Uji Coba siaran

-

11.Evaluai Uji Coba Siaran (EUCS)

-

12.Pencetakan Surat Perintah Pembayargn
Izin Penyelenggaraan Penyiaran tetaf

| |

13.Menteri menerbitkan 1zin
Penyelenggaran Penyiaran (izin tetap

Gambar 4.1

Tahapan Proses Perizinan Penyiaran



Proses Penerbitan SPP
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Nota Penerimaan nota |
dinas dinas dari subdit |
radio / TV |
|
+ | Pengecekan
| ulang SPP
Status DB Pencetakan SPP |
Process dan update status
|
f | SPSP
T valid?
|
Pembuatan nota |
inas ——i—
I Penandatanganan
SPP

Dokumentasi

F py & Arsip

v

Rekap data SPP
oleh penanggung
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Penerimaan nota
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Penerbitan nota
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v

Status DB kirim

Dokumentasi

Sumber ; Kemkominfo 2011

Entri nota dinas ke
buku surat keluar

Update

data base

Selesai

Gambar 4.2

Proses Penerbitan SPP

dinas

) 4

Dokumentasi

\/\




Proses Penerimaan Bukti Bayar

Bendahara
Penerima PNBP

Petugas Subdit
Pemetaan & DB

Kasi 2

Pemetaan & DB

Subdit
Radio /TV

Nota Dinas

Penerimaan nota

Bukti Bayar

Sumber ; Kemkominfo 2011

dinas dari
bendahara

\/

Entri data base

v

Fotocopy & Arsip

Dokumentasi

v

Rekap data SPP
oleh penanggung
jawab

v

Pencatatan nota
dinas IPP

- Pengarsipan

Status DB
bayar

v

Pencatatan bukti
surat keluar Subdit
pemetaan & DB

Dokumentasi

Selesai

Gambar 4.3
Proses Penerimaan Bukti Bayar

Penerimaan nota
dinas IPP

Dokumentasi



Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo

Kasubdit
Pemetaan & DB

Petugas Subdit
Radio / TV

Petugas Subdit

Lembaga Penyiaran Pemetaan & DB

Data LP jatuh tempo dan
belum membayar

.

- PJ merekap
permasalahan

T
|
|
t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
| Dokumentasi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Terima laporan
permasalahan

Data LP jatuh tempo dan
pembayaran kurang

@

Pembuatan
perhitungan denda

Pembuatan SPP |-

Sumber ; Kemkominfo 2011

Gambar 4.4

Proses Pembayaran Yang Jatuh Tempo
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4.4 Pengelolaan PNBP

PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemeriri¢partemen
dan Lembaga Non Departemen) sesuai dengan petifitaatau PP atau
penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rend2NBP yang
dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah ters&NBP yang telah dipungut
atau ditagih tersebut wajib dilaporkan secara lisrinleh Pejabat Instansi
Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam behapgoran Realisasi
PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1(satu) bulan detela
triwulan tersebut berakhir, dapat digambarkan ddkdml sebagai berikut :

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Triwulan

Laporan Realisasi PNBP
no Periode Jangka waktu Batas waktu penyerahan
a | Triwulan 1 Januari-Maret 30 April
b | Triwulan i April-Juni 31 Juli
c | Triwulan I Juli-September 31 Oktober
d | Triwulan 1V Oktober-Desember 31 Januari

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel 4.3
Target dan Realisasi PNBP Penyelanggaraan Penyiaran
Tahun Uraian Jumlah
2009 | Target PNBP 4.700.000.00d
Realisasi PNBP 6.959.604.001
Pencapaian 148%
2010 Target PNBP 5.086.459.00¢
Realisasi PNBP 3.873.142.66(
Pencapaian 76%
2011 Target PNBP 4.769.471.00d
Realisasi PNBP per 31 Juli 2011 3.868.851.000
Pencapaian 81%

Sumber ; Kemkominfo 2011
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Namun dalam perkembangan selanjutnya, menurut Stofatan
Sekretaris Jenderal Depkeu Rl Nomor : S-389/SJ/280ggal 15 Juni 2006
yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaraje® Pajak Nomor :
SE- 05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi PeaannNegara Bukan
Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untolenyampaikan
Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya
kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro PerencanaanKeéaangan serta
tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen RajmakKepala Bagian
Keuangan.

Walaupun PNBP memiliki sifat segera harus disetorka kas
negara, namun sebagian dana dari PNBP yang telabngiit dapat
digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi gydrersangkutan.
Pemberian ijin penggunaan dan besaran jumlah dkantoleh Menteri
Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan, defeimpinan instansi
pemerintah mengajukan permohonan yang sedikitigagkapi dengan :

a. Tujuan penggunaan dana PNBP antara lain untekingkatkan
pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manm&ningkatkan
produktivitas kerja serta meningkatkan efisiensegenomian;

b. Rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatamgyakan dibiayai
PNBP;

Jenis PNBP beserta tarif yang berlaku; dan

d. Laporan realisasi dan perkiraan tahun angdaggalan serta perkiraan
untuk 2(dua) tahun anggaran mendatang.

Kegiatan penatausahaan sebagian dana dari PNBRaikikan oleh
pimpinan instansi/bendaharawan penerima dan berala@a pengguna,
yang ditunjuk setiap awal tahun anggaran. Apalelaapat saldo lebih
maka pada akhir tahun anggaran wajib disetor dehyauke Kas Negara.
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4.5 PNBP terutang

PNBP yang harus dibayar pada suatu saat atau dalata periode
tertentu menurut peraturan perundang-undangan lyamaku disebut PNBP
yang Terutang.

Jumlah PNBP yang terutang ditentukan dengan cara :

a. ditetapkan oleh instansi pemerintah, antara |@@mberian paten,
pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, darugbenj karcis
masuk; atau

b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, antara lggamanfaatan sumber
daya alam.

Juklak PNBP terutang terdapat dalam Peraturan RasadeiNomor 29
Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, a@yamabh, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang aheutdihitung
dengan menggunakan tarif :

a. spesifik ; tarif yang ditetapkan dengan nilamnmal uang (Penjelasan
Pasal 4 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2009)

b. advalorem; tarif yang ditetapkan dengan peasent(%) dikalikan
dengan satuan nilai (berupa Harga Patokan, indekgah kurs,
pendapatan kotor, atau penjualan bersih) yang digamsebagai dasar
perhitungan.

c. ketentuan perundang-undangan; Dalam hal inetagan berdasarkan
formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasahig!

Sementara pengaturan Pembayaran dan Penyetoran BB

Terutang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pengaturan Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Tetang

No Instansi Pemerintah Wajib bayar

1 | pembayaran dilakukan oleh | pembayaran dilakukan oleh wajib bayar
instansi paling lambat pada saat jatuh tempo
pemerintah pada waktu yang
ditentukan berdasarkan
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Peraturan Pemerintah
2 | apabila belum dibayar, apabila belum dibayar, penagihan wajib
penagihan dilakukan oleh  Pimpinan Instansi
dilakukan oleh Pimpinan Pemerintah
Instansi
Pemerintah (Menteri atau
Pimpinan
Lembaga Non Departemen)
selaku
Pengguna Anggaran
3 | mekanisme penagihan mekanisme :
dan/atau pemungutan diatur | - Pimpinan Instansi Pemerintah
dengan Peraturan Menteri menerbitkan Surat Tagihan Pertamg;
Keuangan - Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama, belum
dilunasi, Instansi Pemerintah

menerbitkan Surat Tagihan Kedua,

- Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua, belum
dilunasi, Instansi Pemerintah
menerbitkan Surat Tagihan Ketiga;

- Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga, belum
dilunasi, Instansi Pemerintah
menerbitkan Surat Penyerahan
Tagihan kepada instansi yang
berwenang mengurus piutangNegara
tersebut.

Sumber ; Kemkominfo 2011

Untuk pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajagnyetoran
dilakukan menggunakan formulir SSBP (Surat Setd@akan Pajak) dan
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Satuan W&jib bayar yang
menghitung sendiri PNBP yang terutang harus mengémp surat tanda
bukti pembayaran yang sah kepada Menteri Keuangam®gjen Anggaran.

Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran samp
melampaui jatuh tempo, maka akan dikenakan saekgisar 2% per bulan

dari bagian yang terutang dan bagian dari bulamutip 1 (satu) bulan
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penuh. Pemberian denda ini juga berlaku dalam drgdiketerlambatan

kekurangan pembayaran PNBP dan hanya dikenakak patuing lama 24

(dua puluh empat) bulan.

Selain memiliki kewajiban untuk menyetor PNBP, Wdjiayar juga

memperoleh hak-hak sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hak — Hak Lembaga Penyiaran
No Mekanisme
1 | dalam hal terdapat kelebihan perhitungan PNBP yemngang

a. usaha Wajib
Bayar masih

berjalan

 Wajib Bayar mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan kepada Pimpinan
Instansi Pemerintah disertai dokumen
pendukung lengkap;
» Setelah melalui pertimbangan yang ada, jika
disetujui, kelebihan pembayaran
diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka
atas PNBP yang terutang pada peripde
berikutnya.

b. usaha Wajib
Bayar berakhir

* Pimpinan Instansi Pemerintah
menyampaikan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran kepada Menteri
Keuangan disertai rekomendasi tertulis;

* Berdasarkan pertimbangan tertentu, jika
disetujui  Menteri akan menerbitkan
penetapan persetujuan  pengembalian
kelebihan pembayaran secara tunai;

* Pengembalian kelebihan  pembayaran
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal
penetapanbpersetujuan Menteri;

» Apabila melampaui batas waktu, Wajib
Bayar juga memperoleh imbalan bunga 2%
per bulan untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan.

dalam kondisi keuangan perusahaan kurang mendwktangerjadi

force majeur
(bencana alam)
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« Wajib Bayar mengajukan permohonan
mengangsur dan/atau menunda
pembayaran PNBP yang terutang, secara
tertulis kepada  Pimpinan  Instansi
Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh
hari) sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran PNBP yang terutang;

* Pimpinan Instansi Pemerintah
menyampaikan  permohonan  tersebut
beserta rekomendasi tertulis kepada
Menteri Keuangan paling lambat 30 (tipa
puluh) hari sejak permohonan terseput
diterima secara lengkap;

» Setelah melalui pertimbangan tertentu,
Menteri menerbitkan persetujuan atau
penolakan permohonan dan
menyampaikannya  kepada  Pimpinan
Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tjga
puluh) hari sejak surat permohonan dari
Pimpinan Instansi Pemerintah diterima;

o Setelah diterima, Pimpinan Instansi
Pemerintah memberikan persetujuan atau
penolakan tersebut paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah persetujuan atau penolakan
dari Menteri;

Dalam hal berkaitan dengan kegiatan sosial, kepgsui keagamaat
kepentingan nasional, hubungan internasional, WBglyar tidak
mampu membayar kewajiban PNBP yang Terutang, mamgal
kerugian, yang dibuktikan dengan rekomendasi d@tiansi yang
berwenang melakukan pemeriksaan.

—

* Wajib Bayar mengajukan permohonan untuk
dilakukan  peninjauan  kembali  dari
kewajiban Pembayaran PNBP yang
Terutang dan/atau sanksi administrasi
berupa denda, diajukan secara tertulis
kepada Pimpinan Instansi Pemerintah
disertai penjelasan,dokumen, dan data
pendukung;

* permohonan tersebut kemudian diajukan
oleh Pimpinan Instansi Pemerintah kepada
Menteri dilengkapi dengan rekomendasi
tertulis;

* Menteri kemudian dapat menerbitkan surat
persetujuan atau surat penolakan @dan
menyampaikankepada Pimpinan Instansi
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Pemerintah yang bersifat final;

 Oleh Pimpinan Instansi Pemerinta
diberikan persetujuan atau penolakan pa
lambat 15 (lima belas) hari kerja;

h,
ing

» Ketentuan mengenai tata cara peninjauan

kembali diatur dengan Peraturan Menteri

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdajettikan

pembayaran PNBP
yang Terutang

* Pimpinan Instansi Pemerintah menerbit}
penetapan atas kelebihan tersebut
kemudian diperhitungkan sebagai pembaysa
dimuka atas jumlah PNBP yang terutang (
Wajib Bayar yang bersangkutan pada peri

an
ang
Aran
lari
pde

berikutnya.

Sumber ; Kemkominfo 2011

Terhadap PNBP yang Terutang dilakukan pemerikskdminstansi

berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan keavaglesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Instansi yang bengemadalah Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dars&fidi dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PENUTUP

4.5 Kesimpulan
Berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah sdladkan, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cara penghitungan biaya tarif Penerimaan NegaraBilajak pada
Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dimgtu
menggunakan Formula Tarif BHP Frekuensi Radio denga
memasukan unsur-unsur lebar pita frekuebandwidth), daya pancar
keluaran antenna (EIRP), indeks biaya pendudukaar Ipita, indeks
biaya daya pancar frekuensi, harga dasar lebar lptga dasar daya
pancar.

2. Bagian pengurusan Penerimaan Negara Bukan PajakldadEN PPI
dalam melaksanakan tugasnya, ternyata terkoordisasgat baik
dalam pelaksaan tertib administrasi kepada LembRgayiaran
sebagai wajib bayar, dengan cara melakukan momifafan evaluasi
kepada Lembaga Penyiaran atau Wajib Bayar dalangkaan
meminimalisir terjadinya kekurangan penerimaan BAGUEN PPI.

4.6 Saran
Dari hasil Praktek Kerja Lapangan yang telah déalekan ada saran
yang diajukan yang mungkin dapat dijadikan pertingzen bagi instansi
terkait yaitu memperketat pengawasan kepada LemPaggiaran atau

Wajib Bayar agar tepat waktu dalam melakukan pemuaay izin

penyiaran yang pada akhrinya dapat meningkatkan dgpetan

Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kemant&omunikasi

dan Informatika.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indohesizor 7 Tahun 2009

Menimbang bahwa:

a. Dengan adanya penyesuaiaan jenis dan tarif atas Ramerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerianuikasi dan
Informatika sebagaimana telah diatur dalam Pemati®amerintah
Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Peaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunilden
Informatika, perlu diatur kembali jenis dan tariés jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerianuidkasi dan
Informatika.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dmlearha dan
untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) yk#tn(3) serta pasal
3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tgnBanerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan PeraturanriPgametentang
Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukaak yang
berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdk$ard huruf
a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayda 2ayat (3) serta
pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun l@9fang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkamtulPan
Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis ifreas@r Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunilden

Informatika;

Meningat bahwa:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Répuidbnesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penenirhsyara
Bukan Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesiauiial997
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indangemor
3687 )



41

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentamjs J#an
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembbliegara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimalah tdiubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998ntgn
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 THIRIh tentang
Jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pdjaknbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tdmab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760 );

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Peraturan pemerintah tentang JenisTdah atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pasaenterian

Komunikasi dan Informatika.

Pasal 1
1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakiada p
Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi pemaan yang
berasal dari:
a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
b. Penyelenggaraan Penyiaran;
c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BuRajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiditatapkan

dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaiman&glichdalam pasal

1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dasepgase.
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Pasal 3
1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pengsal dari
penyelenggaraan POS dan Telekomunikasi berupa Rumdgiaya
Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Ko
Kewajiban Penyelenggaraan Universal TelekomuniKasiniversal
Service Obligation ) dihitung berdasarkan persentestentu dari
pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
2) Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasagaghana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi unsur-ussibagai berikut:
a. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari pesmgdaraan
telekomunikasi; dan/atau
b. Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau
ketersambungan yang diterima oleh penyelenggaskamiunikasi
yang merupakan hak dari pihak lain.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cdem perhitungan
unsure-unsur pengurang sebagaimana dimaksud padg23ydiatur

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 4
Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum FrekuensidRaéliputi:
a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau
b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPER&diri atas:
1. Biaya lIzin awal ( up front fee); atau
2. Biaya lIzin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFRyutean.

Pasal 5
1) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum FnskuRadio
untuk 1zin Stasiun Radio (ISR) sbagaimana dimakdaldm Pasal 4
huruf a dihitung dengan fungsi dari lebar pita daga pancar dengan
formula sebagai berikut:
BHP Frekuensi (Rupiah) = (Ib x HDLP x b) + (Ip x HDDP x P)
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Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar DRgacar

(HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasdr&ampiran

Peraturan Pemerintah ini.

Indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) dan inde&ga daya pancar
frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat i{@)agkan oleh

Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendggatimbangan
dari Menteri Keuangan.

Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) seifvegea dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a wajib dilunasi setiap talrebekim Izin Stasiun
Radio (ISR) diterbitkan.

Pasal 6
BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPEB&bagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf b ditetapkan melakkanisme seleksi,
penawaran, dan pemelihan dengan memperhatikan &eamajdan
kemampuan daya beli masyarakat.
BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPEB&bagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kakasi dan
Informatika setelah mendapat pertimbangan dari BteKieuangan.
Pungutan atas biaya izin awal (up front fee) daaydilzin Pita
Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) untuk tahun pextamwajib
dilunasi sebelum izin pita spectrum frekuensi ratiterbitkan.
Pungutan atas biaya Izin Pita Spektrum FrekuenslidRAPSFR)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b butint@k tahun
kedua sampai dengan jangka waktu IPSFR berakhirjib wa
dilunasisetiap tahun.

Pasal 7
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ymergsal dari
Penyelenggaran Pos dan Telekomunikasi berupa Bedikasi dan
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biaya pemohon pengujian alat dan perangkat telekdasi, tidak

termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportas

Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi selvagea dimaksud
pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar selsumgan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 8

Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuazn

penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:

d. Lembaga Penyiaran Publik RRI;

e. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada demnogderasi
(Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan

f. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izasi8n Radio
dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesudkam

penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran teleeigputi:

d. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;

e. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki iziaras
nasional izin prinsip dari Departemen Penerangemizin Stasiun
Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomuilkan

f. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memitika
penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Dirakttenderal Pos
dan Telekomunikasi dan/ atau izin penyelenggaraaarstelevisi
berlangganan dari Departemen Penerangan.

Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasggoan televise

lain yang tidak termasuk dalam kategori sebagainuamaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai pemabiaoumn.

Pasal 9
Biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaraa penyiaran

radio atau jasa penyiaran televisi sebagaimanaksintaPasal 8 ayat
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(1) dan ayat (2) harus dibayar oleh lembaga pearyig@sa penyiaran
radio atau jasa penyiaran televisi setiap tahun.

2) Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan igoany
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengararesiaya

perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 10
Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baruuntuk pasgiaran radio atau
jasa penyiaran televisi terdiri atas:
c. lzin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan

d. lzin tetap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 11
1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakkyaka penyiaran
radio dan jasa penyiaran televisi ditentukan bendas zona.
2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkdn Menteri

Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12

1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ymargsal dari
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Diklét Mlti
Media Yogyakarta untuk mahasiswa tertentu adaldlesse 50 %
(lima puluh persen) dari tarif sebagaimana terganpada Lampiran
Peraturan Pemerintah ini.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria mahasiswertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuPen Menteri
Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pewimgan dari

Menteri Keuangan.
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Pasal 13
2) Seluruh penerimaan yang bersumber dari PeneriiNagara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajitbodingsung
secepatnya ke Kas Negara.
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedaganjang
tidak diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan

Pasal 14
Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara BRlgak yang
berasal dari Penyelenggaraan  Pos dan Telek&asiferupa:

a. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggasmeruhan
kewajiban dari izin penyelenggaraan jaringan tetekioikasi dan/atau
jasa teleponi dasar; dan

b. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggasmenuhan
kawajiban dari izin penyelenggaraan jasa nilai @mkeleponi dan
jasa multimedia, mulai diberlakukan 1 (satu) talsetelah Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 15
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaleratéan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atassJPenerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementeriamufdkasi dan

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesiaura2005 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNdsil1) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggatdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan uyrelagngan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dadarbaran Negara

Republik Indonesia.



STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT
PENYIARAN

SUBBAGIAN
ATATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PEMETAAN DAN DATA VERIFIKASI UJICOBA RADIO TELEVISI IKLIM USAHA PENYIARAN
BASE SIARAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMETAAN VERIFIKASI DAN UJICOBA LEMBAGA PENYIARAN LEMABGA PENYIARA PENYUSUNAN DAN
PENYELENGGARAAN RADIO ] DAN LEMBAGA KOMUNITAS, LEMBAGA EVALUASI REGULASI
RADIO DAN TELEVISI PENYIARAN ASING PENYIARAN PENYIARAN
RADIO BERLANGGANAN DAN
LEMBAGA PENYIARAN
ASING TELEVISI
SEKSI SEKSI
DATABASE VERIFIKASI DAN UJICOBA SEKSI SEKSI SEKSI
PENYELENGGARAAN TELEVISI L1 LEMBAGA PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PENERAPAN KEWAJIBAN
SWASTA RADIO SWASTA TELEVISI LEMBAGA PENYIARAN

RADIO DAN TELEVISI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
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TAHAPAN PROSES PERIZINAN PENYIARAN

. Pengumuman peluang penyelenggaraan

penyiaran

. Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiara
Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia

—

|

. Evaluasi Dengar Pendapat antara Pemohon
Komisi Penyiaran Indonesia

dan

| |

. Rekomendasi Kelayakan dari Komisi Penyiar,

Indonesia

Rapat Koordinasi Persiapan Forum Rapat
Bersama (Pra — FRB)

6. Forum Rapat Bersama antara Komisi
Penyiaran Indonesia dan Pemerintah

7. Pencetakan Surat Perintah Pembayaran Izin
Penyelenggaraan Penyiaran prinsip

8. Menteri menerbitkan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran prinsip

9. Pembayaran Infrastruktur Izin Siaran Radio
dan izin lainnya

10. Uji Coba siaran

13. Evaluai Uji Coba Siaran (EUCS)

12. Pencetakan Surat Perintah Pembayaran 1zin
Penyelenggaraan Penyiaran tetap

11. Menteri menerbitkan Izin Penyelenggaran

Penyiaran (izin tetap)




Proses Penerbitan SPP

radio / TV

T
Subdit Petugas Subdit Kasi 1 : Kasubdit Direktur Subbag TV
Radio TV Pemetaan & DB Pemetaan & DB : Pemetaan & DB Penyiaran Dit Penyiaran
|
|
l
Nota P_enerima_an not_a :
dinas dinas dari subdit |
l
|

Status DB
Process

v

Pencetakan SPP
dan update status

*

|

Pengecekan
ulang SPP

SPSP

Pembuatan nota
dinas

valid?

A

Dokumentasi

Fotocopy & Arsip

| Penandatanganan

v

Rekap data SPP
oleh penanggung
jawab

Penerimaan nota

v

Penerbitan nota
dinas pengiriman

v

Status DB kirim

Dokumentasi

Sumber ; Kemkominfo 2011

Entri nota dinas ke
buku surat keluar

Update

data base

Selesai

dinas

Dokumentasi

.
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Proses Penerimaan Bukti Bayar
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Bendahara

Penerima PNBP

Petugas Subdit
Pemetaan & DB

Kasi 2

Pemetaan & DB

Subdit
Radio /TV

Nota Dinas
Bukti Bayar

Sumber ; Kemkominfo 2011

Y

Penerimaan nota
dinas dari
bendahara

Entri data base

v

Fotocopy & Arsip

Dokumentasi
Pengarsipan

v

Rekap data SPP
oleh penanggung
jawab

v

Pencatatan nota
dinas IPP

Status DB
bayar

v

Pencatatan bukti
surat keluar Subdit
pemetaan & DB

Dokumentasi

\

Selesai

\

Penerimaan nota
dinas IPP

Dokumentasi
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Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo

Lembaga Penyiaran

Petugas Subdit
Radio / TV

Petugas Subdit
Pemetaan & DB

Pemetaan & DB

Kasubdit

Data LP jatuh tempo dan
belum membayar

-

Data LP jatuh tempo dan
pembayaran kurang

- PJ merekap

-

Sumber : Kemkominfo 2011

Pembuatan SPP |«

permasalahan

Dokumentasi

Pembuatan
perhitungan denda

Selesai

A

Terima laporan
permasalahan

52
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK SATUAN TARIF
PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN
PENYIARAN
A. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK
1. JASA PENYIARAN RADIO
a. Zona-1
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 1.460.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 1.030.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 1.322.000,00
b. Zona-2
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 1.315.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 927.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 1.190.000,0d
c. Zona-3
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 1.095.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 773.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 992.000,00
d. Zona-4
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 730.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 515.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 661.000,00
e. Zona—->5
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 440.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 309.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun
2. JASA PENYIARAN TELEVISI
a. Zona—-1
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 29.170.000,0C
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 10.296.000,0(C
3) lIzin perpanjangan Per tahun Rp. 13.213.000,0(
b. Zona-2
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 26.250.000,0(C
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 9.266.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 11.891.000,0(
c. Zona-3
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 21.880.000,0(C
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 7.722.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 9.910.000,00
d. Zona-4
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 14.590.000,0(
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 5.148.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 6.607.000,00
e. Zona-5
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 8.750.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 3.089.000,00
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B. BIAYA

PENYIARAN

3) lzin perpanjangan

IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENYIARAN

PUBLIK LOKAL

1. JASA PENYIARAN RADIO

a.

2. JASA PENYIARAN TELEVISI

a.

Zona -1

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -2

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -3

1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -4

1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona—5

1) Izin Prinsip (baru)
2) lIzn tetap (baru)
3) lIzin perpanjangan

Zona-1

1) Izin Prinsip (baru)
2) lIzn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -2

1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -3

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lIzin perpanjangan
Zona -4

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lIzin perpanjangan
Zona-5

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan

Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Rp.

3.964.000,00

1.460.000,00
1.030.000,00
1.322.000,0G

1.315.000,00
927.000,00
1.190.000,00

1.095.000,00

730.000,0
515.000,00
661.000,00

440.000,00
309.000,00
397.000,00

29.170.000,0¢
10.296.000,0(
13.213.000,0(

26.250.000,0(
9.266.000,00
11.891.000,0(

21.880.000,0d
7.722.000,00
9.910.000,00

14.590.000,0d
5.148.000,00
6.607.000,00

8.750.000,00
3.089.000,00
3.964.000,00
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C. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
SWASTA
1. JASA PENYIARAN RADIO

a. Zona-1
1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
b. Zona-2
1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
c. Zona-3
1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
d. Zona-4
1) lzin Prinsip (baru)
2) lIzn tetap (baru)
3) lIzin perpanjangan
e. Zona-5
1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan

2. JASA PENYIARAN TELEVISI
a. Zona—-1
1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
b. Zona-2
1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
c. Zona-3
1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
d. Zona-4
1) Izin Prinsip (baru)
2) lIzn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
e. Zona—-5
1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

2.500.000,00
1.765.000,0G
2.265.000,00

2.250.000,00
1.589.000,00
2.039.000,00

1.875.000,00
1.324.000,00
1.699.000,00

1.250.000,00
883.000,00
1.133.000,00

750.000,00
530.000,00
680.000,00

50.000.000,0d
17.650.000,0(
22.650.000,0¢

45.000.000,0¢
15.885.000,0(
20.385.000,00

37.500.000,00
13.238.000,0(
16.988.000,0(

25.000.000,0¢
8.825.000,00
11.325.000,0(

15.000.000,0d
5.295.000,00
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D. BIAYA

PENYIARAN

IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENYIARAN

KOMUNITAS

1. JASA PENYIARAN RADIO

a.

2. JASA PENYIARAN TELEVISI

a.

Zona-1

1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona —2

1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -3

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lIzin perpanjangan
Zona —4

1) lzin Prinsip (baru)
2) lIzn tetap (baru)
3) lIzin perpanjangan
Zona-5

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan

Zona -1

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -2

1) lzin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lIzin perpanjangan
Zona -3

1) Izin Prinsip (baru)
2) Izn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -4

1) Izin Prinsip (baru)
2) lIzn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan
Zona -5

1) Izin Prinsip (baru)
2) lIzn tetap (baru)
3) lzin perpanjangan

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

Per izin
Per tahun
Per tahun

25.000,00
18.000,00
23.000,00

25.000,00
16.000,00
21.000,00

20.000,00
14.000,00
18.000,00

15.000,00
9.000,00
12.000,00

10.000,00
6.000,00
8.000,00

500.000,00
177.000,00
277.000,00

450.000,00
159.000,00
204.000,00

380.000,00
133.000,00
171.000,00

250.000,00
89.000,00
114.000,00

150.000,00
53.000,00
68.000,00
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E. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARNA

BERLANGGANAN
1. JASA PENYIARAN RADIO
a. Zona-1
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 2.500.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 1.765.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 2.265.000,00
b. Zona-2
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 2.250.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 1.589.000,0d
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 2.039.000,00
c. Zona-3
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 1.875.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 1.324.000,00
3) lIzin perpanjangan Per tahun Rp. 1.699.000,00
d. Zona-4
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 1.250.000,0d
2) lIzn tetap (baru) Per tahun Rp. 883.000,00
3) lIzin perpanjangan Per tahun Rp. 1.133.000,00
e. Zona-5
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 750.000,00
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 530.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 680.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI
a. Zona—-1
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 50.000.000,0(¢
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 17.650.000,0C
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 22.650.000,0(
b. Zona-2
1) lzin Prinsip (baru) Per izin Rp. 45.000.000,0C
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 15.885.000,0(
3) lIzin perpanjangan Per tahun Rp. 20.385.000,0(
c. Zona-3
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 37.500.000,0(
2) Izn tetap (baru) Per tahun Rp. 13.238.000,0(
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 16.988.000,0C
d. Zona-4
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 25.000.000,0(¢
2) lIzn tetap (baru) Per tahun Rp. 8.825.000,00
3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 11.325.000,0C
e. Zona—-5
1) Izin Prinsip (baru) Per izin Rp. 15.000.000,0(¢
2) lIzn tetap (baru) Per tahun Rp. 5.295.000,00

3) lzin perpanjangan Per tahun Rp. 6.795.000,00




